LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


	MODUL
	      ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
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	Pendahuluan 

	
	
Bintara/PNS Gol. II yang bertugas dibidang Logistik diharapkan memahami prosedur tentang tata cara melakukan administrasi pengadaan barang dan jasa yang ada pada satuan kerjanya. guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian logistik dalam pengurusan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawabnya. 

Untuk kepentingan tersebut dibahas modul tentang administrasi pengadaan barang dan jasa yang mengurai: pengertian, tujuan dan kebijakan, pelaku perencanaan, persiapan pengadaan barang dan jasa, prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola juga penyedia.
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	Standar Kompetensi

	
	Mamahami konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah, prosedur dan tata cara membuat administrasi pengadaan barang dan jasa.
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	Kompetensi  Dasar

	
	1. Mamahami konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. Menjelaskan tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
c. Menjelaskan pelaku pengadaan barang dan jasa.
d. Menjelaskan perencanaan pengadaan.
e. Menjelaskan persiapan pengadaan barang dan jasa.
f. Menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola.
g. Menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

2. Memahami dan terampil melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai prosedur  yang ditetapkan.
Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola.

b. Menjelaskan prosedur dan tata cara administrasi secara penyedia.
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:

konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Sub Pokok Bahasan 1:

a. pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
c. pelaku pengadaan barang dan jasa.
d. perencanaan pengadaan.
e. persiapan pengadaan barang dan jasa.
f. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola.
g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

2. Pokok Bahasan 2:
pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai prosedur  yang ditetapkan.
Sub Pokok Bahasan 2 :

a. prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola.

b. prosedur dan tata cara administrasi secara penyedia.
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	Metoda Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pengertian, tujuan, perencanaan, persiapan, prosedur dan tata cara administrasi pengadaan barang dan jasa.

2. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang tentang pengertian, tujuan, perencanaan, persiapan, prosedur dan tata cara administrasi pengadaan barang dan jasa.
3. Metode simulasi


Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan tentang 
prosedur dan tata cara administrasi pengadaan barang dan jasa.
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	Alat/media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat/media

a. Whiteboard.
b. Komputer/laptop.

c. LCD Projector dan screen.
d. Power Point/slide paparan
2. Bahan
a. Alat tulis.
b. Flip Chart.
3. Sumber belajar
a. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 96/PMK-06/2007 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

c. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 33/PMK-06/2012 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN.
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 20  menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Perkenalan.   
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran. 
b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti : 1300 menit 
Tahap inti 1: 180 menit
a. Pendidik menyampaikan materi tentang pengertian, penggolongan dan penggunaan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa.
b. Pendidik memberikan contoh cara menggunakan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa.

c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk  bertanya tentang materi yang belum dipahami.


Tahap inti 2: 1120 menit

a. Peserta didik mempraktikkan penggunaan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa.
b. Pendidik memfalisitasi jalannya praktik.

c. Pendidik memberikan ulasan/tanggapan dan evaluasi hasil praktik.

3. Tahap akhir : 30 menit

a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.

b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.

c. Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.

d. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran.
4. Tes Sumatif : 90 menit
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	Tagihan / Tugas

	
	Masing - masing kelompok peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan sesuai dengan format yang disediakan dalam bentuk print out komputer yang diserahkan kepada Gadik/Dosen  melalui Staf Bag Jarlat paling lambat 1 (satu) hari setelah materi pelajaran selesai disampaikan.
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	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik dibagi menjadi 4 (tiga) kelompok, yang masing - masing kelompok ditugaskan sebagai berikut :

a. Kelompok I menjawab permasalahan/kasus tentang penjualan BMN Polri.
b. Kelompok II menjawab permasalahan/kasus tentang Hibah BMN Polri.
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1
PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh k/l/pd yang dibiayai oleh apbn/apbd yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
b. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran k/l/pd
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pa/Kpa untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja Negara/anggaran belanja Daerah. 
d. Unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di k/l/pd yang  menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa.
e. Kelompok kerja pemilihan (Pokja pemilihan) adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan ukpbj  untuk mengelola pemilihan penyediaan.
f. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing.
g. Pejabat  Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
h. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
i. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh k/l/pd sebagai pihak pemberi pekerjaan.
j. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
k. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna anggaran.
l. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
m. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
n. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
o. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
p. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
q. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
r. Tender/seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang/ jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
s. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia b/pk/jk/jl dalam keadaan tertentu;
t. Pengadaan langsung b/pk/jl adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia b/pk/jl yang bernilai paling banyak      rp. 200.000.000,-  (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi bernilai paling banyak rp. 100.000.000,-
u. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan  barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk k/l/pd sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
v. Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis.
w. E-reverse adalah metode penawaran harga secara berulang.
x. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia.
2. Tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa:
a. Tujuan
Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan Penyedia, antara lain sebagai berikut:
1) Meningkatkan Produk Dalam Negeri;
2) Meningkatkan Peran Serta UMKM;
3) Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional;
4) Meningkatkan keikutsertaan Isdustri Kreatif;
5) Mendorong Pemerataan Ekonomi;
6) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
b. Kebijakan 

1) Meningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
2) Transparan, Terbuka, dan Kompetitif;
3) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
4) Mengembangkan E-marketplace;
5) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta transaksi elektronik;
6) Mendorong penggunaan SNI;
7) Meningkatkan Peran Serta UMKM;
8) Mendorong Laks  Penelitian dan Isdustri Kreatif;
9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
3. Pelaku pengadaan barang dan jasa
a. Pengguna Anggaran

1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

3) Menetapkan perencanaan pengadaan

4) Menetapkan dan mengumumkan RUP

5) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan jasa
6) Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP, 

7) Menetapkan Penyelenggaraan Swakelola

8) Menetapkan Tim Teknis

9) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

10) Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

11) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode: 

a) Tender /Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 Milyar

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu paling sedikit di atas Rp. 10 Milyar.

PA untuk pengelolaan APBN/D dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Kuasa Pengguna Anggaran

1) KPA  dalam  Pengadaan Barang dan jasa  sebagaimana dimaksud dalam pasal  8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA; 

2) Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;

3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan  

c) KPA  dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang /Jasa ;
4) Merangkap sebagai PPK
c. Pejabat Pembuat Komitmen
1) Menyusun perencanaan  pengadaan

2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3) Menetapkan  Rancangan Kontrak;

4) Menetapkan  HPS;

5) Melnetapkan besaran uang muka;

6) Mengusulkan perubahan jadual kegiatan;

7) Menetapkan Tim  Pendukung

8) Menetapkan Tim  atau Tenaga Ahli;

9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai di atas Rp. 200.000.000;

10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan jasa;

11) Mengendalikan Kontrak;

12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 

13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

15) Menilai Kinerja Penyedia.

16) PPK  melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA,  meliputi :

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

17. PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang dan jasa
d. Pejabat Pengadaan
1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak   Rp. 200.000.000,-  (Dua ratus juta rupiah);
3) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
4) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-
e. Pokja Pemilihan
1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;dan

3) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
4) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan B/PK/JL s.d. 100 Milyar;
5) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp. 10.000.000.000,-

6) Pokja Pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang dan/atau   berjumlah Gasal;
7) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
f. Agen Pengadaan 

1) 
Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
2) 
Pelaksanakan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK;
3) 
Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

g. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP)
1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- dan Jasa Konsultansi paling banyak sebanyak Rp. 100.000.000,-

2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas  Rp. 200.000.000,- dan Jasa Konsultansi paling banyak sedikit di atas           Rp. 100.000.000,-

h. Penyelenggaran Swakelola

1) Penyelenggara terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan, dan/atau Tim Pengawas,-

2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaaan dan rencana biaya;

3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi,  dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;

4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
i. Penyedia
1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Bertanggung  jawab  atas :
a) Pelaksanaan Kontrak;
b) Kualitas Barang dan jasa;
c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d) Ketapatan waktu penyerahan; dan
Ketepatan tempat penyerahan.
4. Perencanaan Pengadaan
a. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang dan jasa.
b. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.
c. Perencanaan pengadaan terdiri atas :
1) Melalui Swakelola;
Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi :
a) Penetapan tipe Swakelola
(1) Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung jawab anggaran;
(2) Tipe 2 yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola;
(3) Tipe 3 yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
(4) Tipe 4 yaitu Swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

b) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
Menyusun Spesifikasi Teknis/KAK antara lain menyebut merk, komponen barang dan jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada serta barang dan jasa pada tender cepat.
spesifikasi teknis/kak (pasal 19)

(1) Menyusun Spesifikasi Teknis/KAK;
(2) Produk dalam negeri;
(3) Produk bersertifikasi SNI;
(4) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

c) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2) Melalui Penyedia;
a) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia
b) Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK;

c) Penyusunan Perkiraan Biaya /RAB;

d) Pemaketan Pengadaan Barang dan jasa;

e) Konsolidasi Pengadaan Barang dan jasa; dan
f) Penyusunan Biaya Pendukung;
Dari hasil perencanaan Pengadaan barang dan Jasa selanjutnya dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

juga pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikasi SNI dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.
5. Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
a. Rancangan kontrak;

b. Surat perjanjian;

c. Syarat-syarat umum kontrak;

d. Syarat-syarat khusus kontrak;

e. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;

f. Daftar kuantitas dan harga;

g. Spesifikasi teknis KAK dan atau gambar;

h. Surat bentuk penawaran;

i. Bentuk jaminan.

Contoh-contoh formulir yang perlu diisi Dokumen kontes/sayembara disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahli serta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kontes/ sayembara. Isi dan kelengkapan dokumen kontes/sayembara meliputi: 
a. Pengumuman; 
b. Instruksi kepada peserta; 
c. Syarat-syarat peserta; 
d. Tahapan proses dan tata cara penilaian; 
e. Rancangan surat perjanjian; dan 
f. Keterangan lain yang diperlukan. 
Dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (prakualifikasi); Tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan; Tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; Alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran; Jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan penyedia dan Keterangan lainnya yang diperlukan. 
Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit memuat  lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan) adalah Isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan; 
Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran. Metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk. Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metode evaluasi penawaran serta penilaian preferensi harga; dan pengadaan Dokumen 
a. Kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak penawaran, syarat penandatanganan Kontrak dan surat Jaminan Pelaksanaan. 
b. Dokumen Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

c. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi
d. Dokumen kualifikasi Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan penyedia untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 
e. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
1) Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; 
2) Formulir isian kualifikasi; 
3) Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; 
4) Lembar data kualifikasi; 
5) Pakta integritas; dan 
6) Tata cara evaluasi kualifikasi. 
f. Untuk seleksi dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan. 
g. Dokumen pemilihan Dokumen Pemilihan Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung, sekurang-kurangnya memuat: 
1) Pengumuman pascakualfikasi; 
2) Instruksi Kepada Peserta; 
3) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
4) Rancangan Kontrak, terdiri dari: 
a) 
pokok perjanjian; 
b) 
syarat-syarat umum Kontrak; 
c) 
syarat-syarat khusus Kontrak; 
d) 
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
h. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi

Dokumen Sayembara adalah dokumen yang disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan tim juri/tim ahli, serta ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sayembara. Isi dan kelengkapan Dokumen Sayembara meliputi: 
1) Pengumuman; 
2) Instruksi Kepada Peserta; 
3) Syarat-syarat peserta;
i. Dokumen Pengadaan ini sudah distandarisasikan melalui melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)” 
j. Tahapan proses dan tata cara penilaian; 
k. Rancangan surat perjanjian pengadaan; dan 
l. Keterangan lain yang diperlukan.
6. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola
a. persiapan swakelola (Pasal 23)

1) 
Penetapan sasaran, Penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB;
2) 
Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
3) 
Penetapan penyelenggaraan swakelola dilakukan sbb:

a) 
Tipe I ditetapkan oleh PA/KPA;
b) 
Tipe II  tim  persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh k/l/pd lain  serta tim pelaksana ditetapkan k/l/pd lain pelaksana swakelola;
c) 
Tipe III  tim  persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh k/l/pd lain  serta tim pelaksana ditetapkan pimpinan ormas pelaksana swakelola ; atau 
d) 
Tipe IV  penyelenggaraan swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
4) 
Rencana kegiatan ditetapkan oleh ppk dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri;
5) 
Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50 % dari jumlah anggota pelaksana;
6) 
Dituangkan dalam kak kegiatan/subkegiatan/output;
7) 
Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
b. persiapan swakelola (Pasal 24)

1) 
Biaya pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola;
2) 
Pa dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran swakelola kepaxa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara atau kepala daerah;
3) 
persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.
Pasal 25, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
a) 
Menetapkan HPS

b) 
Rancangan Kontrak

c) 
Spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

d) 
Menetapkan uang muka, jaminan  uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Pasal 26 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
HPS disusun secara keahlian, memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost), Nilai HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kewajaran harga, batasan tertinggi penawaran yang syah, menetapkan Jaminan Pelaksanaan.
a) 
HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;
b) 
Untuk Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,- dikecualikan (Tidak perlu menetapkan HPS);
c) 
Penetapan HPS 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi; atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Pasal 27, Jenis Kontrak

Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya
a) 
Lumsum
adalah kontrak ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu:
1) 
Resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
2) 
Berorientasi kepada keluaran; dan
3) 
Pembayaran didsarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.
b)  
Harga satuan
adalah kontrak dengan harga satuan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, dengan ketentuan sabagi berikut :
1) 
Volume atau kuantitas masih bersifat sementara;
2) 
Sesuai realisasi volume pekerjaan; dan
3) 
Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
Pasal 27 ayat 1

Kontrak pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa lainnya
a) 
Gabungan lumsum dan harga satuan;
b) 
Terima jadi (turnkey); adl  kontrak pengadaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Sbb:
1) 
Jumlah pasti dan tetap;
2) 
Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan kontrak
c) 
Kontrak payung; berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang dan jasa yang belum dapat ditentukan volume da/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Pasal 27 ayat 2

Kontrak pengadaan barang/ pekerjaan konsultansi
a) 
Lumsum;
b) 
Waktu penugasan adl kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum dipastikan;
c) 
Kontrak payung;
d) 
Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
1) 
Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran;
2) 
Memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dan paling lama 3 tahun.
Pasal 28 ayat 1

Bentuk kontrak
a) 
Bukti pembelian ; untuk pembelian paling banyak rp. 10 jt;
b) 
Kuitansi; untuk pembelian paling banyak Rp. 50 jt;
c) 
Surat perintah kerja (spk) ; untuk jasa konsultansi paling banyak rp. 100 jt dan pengadaan barang/konstruksi dan jasa lainnya paling banyak rp. 200 jt;
d) 
Surat perjanjian; untuk jasa konsultansi di atas 100 jt dan untuk pekerjaan pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya lebih dari 200 jt;
e) 
Surat pesanan; digunakan untuk pengadaan barang/ jasa melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring.
Pasal 29

Uang muka
a) 
Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan
b) 
Untuk usaha kecil 30 %
c) 
Untuk usaha non kecil dan jasa konsultansi sebesar 20 %
d) 
Untuk kontrak tahun jamak paling tinggi 15 %
e) 
Jaminan pengadaan barang dan jasa  (ps .30)
f) 
Jaminan penawaran; (pek. Konstruksi. 1% - 3% dengan nilai total hps 10 milyar)
g) 
Jaminan sanggah banding; (pek. Konstruksi, 1 % dari total hps dan kontrak yang terintegrasi 1 % dr pagu)
h) 
Jaminan pelaksanaan; (5 % dr kontrak dan 5 % dr hps)
i) 
Jaminan uang muka; dan
j) 
Jaminan pemeliharaan ( 5 % dari kontrak dan dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai)
Pasal 36
a) 
Sertifikasi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
b) 
Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
Pasal 37 (penyesuaian)
a) 
Diberikan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan aau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
b) 
Tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilhan dan/atau perubahannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
c) 
Kontrak tahun jamak yang lebih dari 18 bulan
d) 
Dilakukan pada bulan ke 13;
e) 
Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum  dalam penawaran;
f) 
Sesuai jadwal pelaksanaan;
g) 
Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
h) 
Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke 13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
i) 
Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan
Pasal 38 (metode pemilihan)
a) 
E – purchasing; (katalog elektronik)
b) 
Pengadaan langsung; ( pengadaan b/k/jl sampai  rp. 200 jt)
c) 
Penunjukan langsung; ( keadaan tertentu)
a. 
Yang dimaksud keadaan tertentu :
d) 
Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden;
e) 
Bersifat rahasia meliputi: intelijen, perlingdungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden berserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang dan jasa lain bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) 
Pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya
g) 
Barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu;
h) 
Pengadaan benih dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi : urea, npk, dan za kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
i) 
Pekerjaan prasrana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
j) 
Barang/pekerjaan kontrak/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau 
k) 
Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan
Pasal 38 (ayat 6)
a) 
Tender cepat dilaksanakan dalam hal :
b) 
Spesifikasi dan volume  pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
c) 
Pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
d)  
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d
Metode evaluasi (pasal 39)
a) 
Sistem nilai; (teknis dan harga)
b) 
Penilaian biaya selama umur ekonomis; ( harga, biaya operasional dan pemeliharaan, dan nilai sisa dlm jangka waktu tertentu)
c) 
Harga terendah ( harga terendah sebagai penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis)
Metode penyampaian dokumen penawaran (pasal 40)
a) 
Satu file ; (evaluasi harga terendah)
b) 
Dua file ; ( memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu)
c) 
Dua tahap ; digunakan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
d) 
Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
e) 
Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
f) 
Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau;
g) 
Membutuhkan penyetaraan teknis.
Metode pemilihan jasa konsultansi (pasal 41)
a) 
Seleksi ; (di atas 100 jt)
b) 
Pengadaan langsung; ( paling tinggi 100 jt)
c) 
Penunjukan langsung ( keadaan tertentu) :
d) 
Dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
e) 
Pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
f) 
Dibidang hukum/advokasi atau arbiter yang tidak direncanakan sebeumnya untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditundan; dan
g) 
Permintaan berulang (repeat order) unutuk penyedia konsultansi yang sama (dua kali)
Metode evaluasi penawaran jasa konsultansi (pasal 42)
a) 
Kualitas dan biaya; digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kak
b) 
Kualitas;  digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kak atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perseorangan
c) 
Pagu anggaran;  hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam kak dan penawaran tidak melebihi pagu anggaran
d) 
Biaya terendah;  hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaan sudah mapan
Metode penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi (pasal 43)
a) 
Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu file;
b) 
Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi menggunakan metode dua file.
c) 
Tentang kualifikasi (pasal 44)
d) 
Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia
e) 
Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi
Tentang kualifikasi (pasal 44)
a) 
Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan : tender barang/konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks atau seleksi jasa konsultansi perorangan..
b) 
Kualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur
c) 
Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan:
d) 
Tender barang/pek. Konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks.
e) 
Seleksi jasa konsultansi badan usaha; dan
f) 
Penunjukan langsung pengadaan barang/pek. Konstruksi/ jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan / jasa lainnya
g) 
Kualifikasi prakualifikasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan  metode: :
h) 
Sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
i) 
Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.
j) 
Hasil prakualifikasi menghasilkan :
k) 
Daftar peserta tender barang/pek. Konstruksi/jasa lainnya; atau
l) 
Daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi;
m) 
Dalam hal pelaaku usaha terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi
n) 
Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bersifat diskriminatif dan tidak objektif.
Tentang jadwal pemilihan (pasal 45)
Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
Dokumen pemilihan (pasal 46)
a) 
Dokumen kualifikasi; dan
b) 
Dokumen tender/seleksi/ penunjukan langsung / pengadaan langsung
c) 
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola
Pelaksanaan (pasal 47)
a)   
pelaksanaan swakelola tipe i dilakukan dengan ketentuan sbb:
(1) 
Pa/kpa dapat menggunakan pegawai k/l/pd lain dan/atau tenaga ahli;
(2) 
Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50 % dari jumlah tim pelaksana; dan
(3) 
Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perpres ini
b) 
pelaksanaan swakelola tipe ii dilakukan dengan ketentuan sbb:
(1) 
Pa/kpa  melakukan kesepakatan kerja sama dengan k/l/pd lain pelaksana swakelola; dan
(2) 
Ppk menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud huruf a.
c) 
Pelaksanaan swakelola tipe iii  dilakukan berdasarkan kontrak ppk dengan pimpinan ormas.
d) 
Pelaksanaan swakelola tipe iv dilakukan berdasarkan kontrak ppk dengan  pimpinan kelompok masyarakat.
e) 
Untuk pelaksanaan swakelola tipe ii sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe iii sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) , dan tipe iv sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang dan jasa yang diperoleh melalui penyedia.
Pembayaran  (pasal 48)
Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengawasan dan pertanggungjawaban (pasal 49)
a) 
Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola        dan penggunaan keuangan kepada ppk secara berkala;
b) 
Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada ppk dengan berita acara serah terima;
c) 
Pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.
7. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia
Pelaksanaan pemilihan penyedia  (pasal 50)
a) pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi :
1) 
Pelaksanaan kualifikasi;
2) 
Pengumuman dan/atau undangan;
3) 
Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
4) 
Pemberian penjelasan;
5) 
Penyampaian dokumen penawaran;
6) 
Evaluasi dokumen penawaran;
7) 
Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
8) 
Sanggah.
b) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambah tahapan sanggah banding pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c) untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
d) pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
(2) Peserta hanya memasukan penawaran harga;
(3) Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
(4) Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
e) pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategi yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang  satu pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga;
f) pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
(1) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
(2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan spk
pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia  (pasal 50)
a) pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategi yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah;
b) pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan      mengundang  satu pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga;
c) pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
(1) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
(2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan spk;
(3) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan untuk barang dan jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran k/l; atau persetujuan rka perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganpelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah rup diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sirup.
(4)  Penawaran harga dapa dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (e-reverse auction)
Tender/seleksi gagal  (pasal 51)

prakualifikasi gagal dalam hal :
a) Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau 
b) Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari  3 peserta. 

tender/seleksi gagal dalam hal :
a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b) Tidak ada yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran
d) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dalam ketentuan peraturan presiden ini;
e) Seluruh peserta terlibat kkn;
f) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
g) Seluruh penawaran harga tender barang/pek. Konstruksi/jasa lainnya di atas hps;
h) Negosiasi biaya seleksi tidak tercapai; dan/atau
i) Kkn melibatkan pokja pemilihan/ppk;
j) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf  a  s.d. H dinyatakan oleh pokja pemilihan tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh pa/kpa;
k) tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :
(1) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 peserta , proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
(2) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung;
l) tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud ayat (2), pokja pemilihan segera melakukan:
(1) Evaluasi penawaran ulang;
(2) Penyampaian penawaran ulang; atau
(3) Tender/seleksi ulang.
m) evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;
(1) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana      dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk      tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud      pada ayat (2) huruf d dan huruf h;
(2) tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada       ayat (6) huruf c, dilakukan untuk tender/seleksi        gagal sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) huruf b,       huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i. Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana   dimaksud pada ayat (9) gagal, pokja pemilihan dengan persetujuan pa/kpa melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
(a) Kebutuhan tidak dapat ditunda;
(b) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
POKOK BAHASAN 2

PROSEDUR DAN TATA CARA ADMINISTRASI SECARA SWAKELOLA DAN PENYEDIA

1. Prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola.

a. Perencanaan
Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: 
1) K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola;
2) PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; 
3) penyampaian KAK dan RAB dimaksud dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai jika RAB dimaksud akan dituangkan ke dalam dokumen anggaran; 
4) instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; 
5) apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerja sama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola; 
6) PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman; 
7) Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 
a) 
Para pihak; 
b) 
Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 
c) 
Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 
d) 
Jangka waktu pelaksanaan; dan 
e) 
Hak dan kewajiban para pihak.

8) pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 
a) 
Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas; 
b) 
Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;
b. Tata Cara Swakelola 

Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola adalah sebagai berikut: 
1) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; 
2) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan 
3) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. 
4) Penyusunan KAK KAK memuat: 
a) 
uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 
b) 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 
c) 
keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 
d) 
rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;
e) 
produk yang dihasilkan; dan 
f) 
gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). 
5) Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 
6) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 
7) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 
8) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
9) Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 
a) 
gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 
b) 
pengadaan bahan; 
c) 
pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
d) 
proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. 
c. Rencana pengadaan
Rencara pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila Kelompok Kerja ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggung jawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. Rencana Swakelola K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum.

d. Pelaksanaan 
Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu: 

1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 
2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 
3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada); 
4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 
5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan
6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). 
e. Pengawasan Dan Evaluasi
Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi: 

1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 
2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan, meliputi: 
a) 
pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; 
b) 
pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan 
c) 
pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 
3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 
4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
Evaluasi
Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: 
1) pengadaan dan penggunaan bahan; 
2) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; 
3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; 
4) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; 
5) pelaksanaan fisik; dan/atau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 
6) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

2. Prosedur dan tata cara administrasi secara penyedia.

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: 
a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 
1) pemaketan pekerjaan; 
2) cara pelaksanaan Pengadaan; 
3) pengorganisasian pengadaan; dan 
4) penetapan penggunaan produk dalam negeri; 
b. rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; 
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi: 
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: 
a) 
latar belakang; 
b) 
maksud dan tujuan;
c) 
sumber pendanaan; dan 
d) 
hal-hal lain yang diperlukan.
2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; 
3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan 
4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 
d. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. 
2) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi: 
a) 
Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan 
b) 
Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
3) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri. 
4) Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya. 
5) Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket. 
6) Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta. 
7) Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan. 
8) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan 
9) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan. 
10) Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan: 
a) 
kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; 
b) 
perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan;
c) 
tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, antara lain biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia dan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan. 
11) Apabila biaya pengadaan belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam Dokumen Anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi Dokumen Anggaran. 
12) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut: 

a) 
latar belakang; 
b) 
maksud dan tujuan; 
c) 
lokasi kegiatan; 
d) 
ruang lingkup; 
e) 
keluaran yang diinginkan; 
f) 
sumber pendanaan; 
g) 
jumlah tenaga yang diperlukan; dan 
h) 
hal-hal lainnya.
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	Rangkuman

	
	1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh k/l/pd yang dibiayai oleh apbn/apbd yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa:
c. 
Tujuan
Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. 
d. 
Kebijakan 

3. Pelaku pengadaan barang dan jasa
a. 
Pengguna Anggaran

b. 
Kuasa Pengguna Anggaran

c. 
Pejabat Pembuat Komitmen

d. 
Pejabat Pengadaan

e. 
Pokja Pemilihan

f. 
Agen Pengadaan 

g. 
Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP)

4. Penyelenggaraan Swakelola

Penyelenggara terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan, dan/atau Tim Pengawas,-

5. Penyelenggaraan Penyedia
Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Perencanaan Pengadaan
Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang dan jasa.
7. Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

a. 
Rancangan kontrak;

b. 
Surat perjanjian;

c. 
Syarat-syarat umum kontrak;

d. 
Syarat-syarat khusus kontrak;

e. 
Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;

f. 
Daftar kuantitas dan harga;

g. 
Spesifikasi teknis KAK dan atau gambar;

h. 
Surat bentuk penawaran;

i. 
Bentuk jaminan.

8. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola

persiapan swakelola (Pasal 23)

9. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia
Pelaksanaan pemilihan penyedia  (pasal 50)

10. Prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola.

a. 
Perencanaan

b. 
Tata Cara Swakelola 

c. 
Rencana pengadaan

d. 
Pelaksanaan 

11. Prosedur dan tata cara administrasi secara penyedia.

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan 
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	Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah!
2. Jelaskan tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa!
3. Jelaskan pelaku pengadaan barang dan jasa!
4. Jelaskan perencanaan pengadaan!
5. Jelaskan persiapan pengadaan barang dan jasa!
6. Jelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola!
7. Jelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia!

8. Jelaskan prosedur dan tata cara administrasi secara swakelola!

9. Jelaskan prosedur dan tata cara administrasi secara penyedia!
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